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PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 420/4975 /SK-DPMPTSP/2017.

TENTANG
1ZIN OPERASIONAL PUSAT KEGATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“RIYADLUSHSHORPIYYAH”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca 1 Surat Permohonan deri PKBM RIYADLUSHSHORPIYYAH Nomor
006/PKBM-Rys/[X/2017, tanggal 27 September 2017, tentang Permohonan
Perpanjangan [zin Operasional PKBM.

a.  bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan
masyarakat,

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam
inelaksanakan peinerataan pendidikan, Pengurus Pusal Kepiatah Belajar
Masyarakat RIYADLUSHSHORPIY YAH Kota Tasikmalaya ;

c.  bahwa persyaratan untuk pendinan dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan ¢ diatas maka penetapan
dan pengaturan pendirian  » Perpanjangan Ijin Operasional PKBM
RIYADLUSHSHORPIYYAH Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tasikimalaya.

Menimbang

MES: -1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
il ' Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional!
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

S

4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara
Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah;

5. Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemenintah
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman
Pendinan Sekolah;

10.  Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/l/1989 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendinan Sekolah Swasta;

11, Pemnturan Dacrah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.

12, Peraturan Dacrah Kota Tasikmalaya Nomor & Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Dacrah
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Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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